
 
 
 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 
TENTANG PEMERINTAHAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan 
Perundang-undangan yang terkait dengan Desa, maka 
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah 
dengan  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 perlu 
dilakukan penyesuaian;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Desa; 

Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur  (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

5. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);  



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana 
telah  diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);    

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun  2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun  2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun  2014 tentang Dana  Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun   2014  Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir  
dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  tentang  
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun   2014  Nomor 199);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014  
tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 



12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112  Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1221); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata  Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa  (Berita  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 159);  

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa  (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 160);  

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Desa  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang   Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016    
Nomor 6);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang  Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang  Badan Permusyawaratan Desa  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1955); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2015 tentang Pemerintahan Desa  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2015  Nomor 06, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Nomor 299). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN 

dan 

BUPATI PASURUAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 6  TAHUN 2015 TENTANG 
PEMERINTAHAN DESA  



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun  2015 tentang 
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 
06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 299), diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 1 diubah,  dengan menambah  4 (empat) angka setelah angka 
33, yaitu angka 34, angka 35, angka 36, angka 37 sehingga berbunyi sebagai 
berikut :  

Pasal 1  

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.  Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3.  Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
4.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
5.  Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
6.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. 
7.  Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan. 
8.  Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

9.  Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

10.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11.  Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa. 
12.  TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 



13.  POLRI adalah Polisi Republik Indonesia. 
14.  Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang 

terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun dan 
Pelaksana Teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 

15.  Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 

16.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

17.  Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

18.  Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

19.  Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

20.  Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

21.  Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanan hak dan kewajiban Desa. 

22.  Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

23.  Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

24.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

25.  Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
atau perolehan hak lainnya yang sah. 

26.  Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak 
dan barang tidak bergerak. 

27.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat 
RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

28.  Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

29.  Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteran masyarakat dengan meningkatkan 



pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

30.  Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan 
oleh masyarakat di lingkungannya karena posisi, kedudukan dan 
kemampuannya yang diakui dan diikuti oleh masyarakat di 
lingkungannya antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan 
dan tokoh pemuda. 

31.  Hari kerja adalah hari pelaksanaan tugas bagi unsur penyelenggara 
Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

32.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah. 
33.  Penjabat Kepala Desa adalah PNS Daerah yang mempunyai kemampuan 

paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat guna 
melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam hal terjadi 
kekosongan jabatan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti 

34.  Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum.  

35. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

36.  Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di 
pengadilan. 

37. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

2. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut  : 

Pasal 44 

(1)  Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2)  Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa 
dibebankan pada APBDes. 

3. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf g diubah, sehingga                
berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 87  

(1)  Kepala Desa berhenti karena :  
a. meninggal dunia;  
b. permintaan sendiri; atau  
c. diberhentikan.  

 



(2)  Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
karena :  

a. berakhirnya masa jabatannya;  
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan 
karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun 
mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui 
keberadaannya;  

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa;  
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;  
e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 

(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan 
Desa;  

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau  
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

4. Ketentuan Pasal 103 ayat (1) diubah dengan menyisipkan 1 (satu) huruf 
diantara huruf b dan huruf c yaitu huruf b1, 3 (tiga) huruf diantara huruf e 
dan huruf f yaitu huruf e1, huruf e2 dan huruf e3 dan 1 (satu) huruf diantara 
huruf g dan huruf h yaitu huruf g1,  sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 103 

(1)  Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai 
berikut : 

a.  Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang 
sekretaris dan minimal seorang anggota; 

b.  Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon 
Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; 

b1. penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi tahapan 
seleksi administrasi dan seleksi akademis; 

c.  pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa 
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat 
Desa kosong atau diberhentikan; 

d.  hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa 
kepada Camat; 

e.  Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat 
Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 

e1. rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah 
calon Perangkat Desa yang terbaik hasil penjaringan; 

 
 



e2. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Camat tidak memberikan 
rekomendasi, maka Camat dianggap menyetujui calon Perangkat Desa 
yang terbaik hasil penjaringan; 

e3. Camat dapat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon 
Perangkat terbaik kedua apabila calon Perangkat terbaik pertama 
tersangkut kasus hukum atau meninggal dunia; 

f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau 
penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; 

g.  dalam hal Camat memberikan persetujuan Kepala Desa menerbitkan 
Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;  

g1. Kepala Desa mengangkat dan melantik Perangkat Desa berdasarkan 
persetujuan Camat dan Keputusan Kepala Desa tentang 
pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan dari 
Camat; dan 

h.  dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa 
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat 
Desa. 

(2)  Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa. 

5. Ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut :  

Pasal 109 

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi 
dengan Camat.  

(2)  Perangkat Desa berhenti karena :  
a. meninggal dunia;  
b. permintaan sendiri; atau  
c. diberhentikan.  

(3)  Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c karena :  

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;  
b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

c. berhalangan tetap;  
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon perangkat Desa; dan  
e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 

6. Menambah 1 (satu) BAB setelah BAB  XIII yaitu BAB XIIIA tentang SANKSI 
ADMINISTRASI dan diantara Pasal 203 dan Pasal 204 disisipkan 1 (satu) pasal 
yaitu Pasal 203A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 



BAB XIIIA 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 203A 

(1)  Kepala Desa yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 ayat (1) dan BPD yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dikenakan sanksi 
administrasi. 

(2)  Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis;  
c. pemberhentian sementara; dan/atau 

d. pemberhentian. 

(3)  Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan  
oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal II  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan.  

    
 
Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal   29 Juli 2019  
BUPATI PASURUAN,  
  
 
   Ttd. 
  
M. IRSYAD YUSUF 
 

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal  29 Juli 2019 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,  
  
 Ttd. 
  
AGUS SUTIADJI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  TAHUN 2019 NOMOR 2     
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 143-2/2019 

  

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   

Asisten PKR   

Kepala Dinas   

Kabag. Hukum   

Sekretaris Dinas   

Kabid.   



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
NOMOR  2  TAHUN 2019 

TENTANG  

PERUBAHAN  KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 
TENTANG PEMERINTAHAN DESA 

I.  PENJELASAN UMUM  
 
Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru mengenai Pemilihan 

Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa, semakin memperjelas mengenai 
pentingnya ketiga proses tersebut didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 
telah mengatur tentang ketiga hal tersebut, namun substansinya tetap harus 
ada penyesuaian agar tidak tumpang tindih. 

Hal ini menandakan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pemerintahan 
Desa mempunyai tingkat urgensi yang tinggi, secara hukum Peraturan Daerah 
tentang Pemerintahan Desa yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. Revisi/penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dengan Permendagri 
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 66 
Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan 
Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa akan membawa dampak positif bagi pelaksanaan 
Pemerintahan Desa di Kabupaten Pasuruan. 

Penyesuaian tersebut akan memberikan kepastian hukum. Adanya ketiga 
Permendagri yang baru tersebut menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat 
terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersih dan berintegritas tinggi. 
Dengan integritas tinggi yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
maka hal tersebut dapat membawa dampak yang positif terhadap pelaksanaan 
Pemerintahan Desa. 

  
II.  PASAL DEMI PASAL  

Pasal  I    
 Cukup jelas  
Pasal II   

Cukup jelas  
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